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LATAR BELAKANG

A Lstsr Belakang Permasalahan
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum,
k=tentuan ini tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang secara tegas
memyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rech staat)
sdak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaar)”. Dalam Pembukaan
U5 NRI 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindung
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
metaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abedi dan keadilan sosial.
Sudarto menyatakan hukum vang diciptakan oleh manusia mempunyai
Swean untuk menciptakan keadaan vang teratur, aman dan terub, demikian
=== hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh
manusiz mempunyai dua fungsi vaitu:’
© Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah
mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup dalam
masvarakat

2 Femgst khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi vang

" Sudorto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 13




Berupa pidana yang sifainya tajam jika dibendingkan dengan sanksi yang
terdapat pada cabang hukum lainnva. Kepentingn hukum ini baik berupa
kepentingan hukum seseorang, suatu badan atau suatu masyarakat.
Sckalipun fungsi hukum pidana ingin melindungi kepentingan hukum
seshadap nvawa, badan, kehormatan, kemerdekaan dan harta benda namun ia
J=gs aksn mengenakan pidana terhadap orang yang memperkosanya yang
estru melanggar kepentingan hukum itu sendiri, misalnya dilarang membunuh
S Hukum Pidana mengancam dengan pidana mati, pidana penjara, pidana
Sweumgan dan seterusnya. Karena itulah hukum pidana sering dikatakan
“Pedang Bermala Dua”. Hukum pidana ibarat mengiris dagingnya sendiri.’
Sanksi vang tajam dalam hukum pidana ini membedakan dari lapangan
Sium lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam
mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya
make hukum pidana diangpap sebagai witimum remidium (obat terakhir),
#peinis sanksi atau pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap
Sdsk mempan, maka baru dikenakan hukum pidana. Dengan demikian hukum
sdane menurut UUD NRI 1945 merupukan bagian dari upaya vang mencapai
Sswsn Negara  yaitu  berarti  melindungi, memajukan kesejahteraan,
meisksanskan ketertiban, perdamaian dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
Nilai-nilal kemanusiaan merupakan bagian yang terkandung dalam
Pamcasila harus mendasari pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum,
mmsis tepatiah kiranya apabila tujuan sanksi pidana yang dulunya hanya untuk

* A Fuad Usy Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, 20086, hal




membust si pelaku kejahatan menjadi jera dan masyarakat takut untuk berbuat
geias amau melakukan kejahatan, berkembang ke arah kebaikan hidup pelaku
Asatatan vang dikenal sejak adanya teori-teori penjatuhan pidana.

Secara tradisional teori pemidanan dibagi menjadi dua kelompok. yaitu
S=on Absolut dan teori Relatift Teori Absolut menyatakan bahwa pidana
S ssubkan semata-mata karena perbuatan orang melakukan tindak pidana, jadi
pedana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan
wrang-orang yang mclakukan kejahatan terscbut. Teori Relatif menyebutkan
Seiwa memidana bukanlah memuaskan funtutan absolut dari keadilan,
pestalasan ity tidak mempunyai nilai tetapi mempunyai tujuan tertentu yang
bermanfaat

Jadi dasar pembenaran menurut teor relatif terletak pada tujuan pidana
wamg dputuskan bukan karena orang tersebut jahat, melainkan supava orang
ik lagr melakukan kejahatan.’

Sistem peradilan pidana (Crimunal Justice Sysiem) dapat dipahami
sehessi suatu usaha untuk memehami scrta menjawab pertanyaan apa tugas
Sku Pidana di masyarakat. Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana setelah
‘Seriskunya Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
‘mempunvai empat komponen (sub sistem) vaitu: sub sistem Kepolisian,
Wssaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. ‘Tujuan Sistem Peradilan
Padaca adalah:

" Miadi dan Barda Nawawi Arief, Teori — tevri dan Kebijakan Pidana, Alimni, Bandung,
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! Twuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak
mdana

= Twuan jangka menengah, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan
dalam konteks politik kriminal (Criminal Policy).

5 Twuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam konteks
politik social (Social Welfare). *

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat
smsegss dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu
mhataliast dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada
essncsulangan kejahatan (Supression of crime). Keberhasilan dan kegagalan
pesmbemaan vang dilakukan oleh Lembaga Pemayarakatan akan memberikan
Semangkinan-kemungkinan penilaian yang positif dan negatif Dikatakan
st manakala pembinaan narapidana mencapai hasil yang maksimal, yaitu
Selas narapidana ity menjadi warga masyarakat yang taat kepada hukum, dan
Shssskan negatif kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi
pempabat kembali’

Hagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelaggar hukum tidak
semete-mats membalas tetapi juga perbaikan di mana falsafah pembinaan di
eecsia pada intinya mengalami perubahan seperti vang terkandung dalam

- =

" Memidl, Dikiat Akpol: Sistem Perudifan Pidana Di Indonesia, Markas Besar Kepolisian
Rl Akademi Kepolisian, Jakarta, 2003, hal 8 _
* Peerus Irawan P dan Pandopatan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspeksif Sistem
Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 65



Sestim Pemasyarakatan yang memandang narapidana sebagai orang tersesat
&= mempunyai waktu untuk bertobat

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan Asas
Femgavoman merupakan tempat untuk mencapan tujuan tersebut di atas melalui
Feadidikan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga
Semasyarakatan lersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan vang
mciaksanakan tugas Pembinaan dan Pengamanan Warga Binaan
Femasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan
Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga vang baik juga bertujuan untuk
mehindungl masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh
Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang
1k terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan
hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari
pengembagan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja
sebagal obyek melainkan juga sebagai subvek yang tidak berbeda dari manusia
lainnya yang scwaktu-waktu dapat melakukan kesalahaan atau kekhilafan yang
dapat dikenakan pidana, sehingga (idak harus diberantas. Yang harus
diberantas adalah faktor-fakior yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal
vang berlentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-

kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

" Petrus Irawan P dan Pandopatan, Ibid, hal 63



Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana atau
amak pedana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi
wmssyarekat vang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
sosal dan keagamaan, schingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman,
=ruh_ dan damai.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentn, secara
wmam narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua. Tetapi kita tidak
Sspet menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada spesifikasi tertentu
yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Dalam Undang-undang
8o 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal | menyebutkan bahwa
Narapsdana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
LAPAS, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan
petusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana berkaiatan erat dengan
twuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada
swalnva berangkat dari kenyalaan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lag
dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup vang timbul di masyarakat.
Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan
pembimnaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana
adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah
perkembangan yang positif,yang mampu merubsh sescorang untuk menjadi
‘=hih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Potensi itu akan sangat baik bagi narapidana melalui tangan para Pembina



serspedana yang mempunyal itikat baik, dedikasi tinggi, semangal tinggi,
ek memberikan motivasi bagl perubahan dinl narapidana dalam mencapai
#=n =sok vang lebih cerah.’

Delam sistem pemasvarakatan baru, tugas petugas lembaga
Femasyvarakatan adalah memperkenalkan narapidana untuk mengenal diri
sendin. Pengenalan diri sendiri akan membuat tingkat kesadaran narapidana
sias menjadi lebth tinggi Karena tanpa mengenal dinnya sendin sangat
smastafal narapidana dapat merubah tingkah lakunya. Dengan pengenalan diri
marapsdana akan tahu kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dirinya,
wamg mungkin dapat dijadikan pijakan bagi perubahan dirinya. Karcna hanva
~ demgsn pengenalan dirinya narapidana akan dapat merubah dirinya, bukan
demgan hanya pengenalan diri saja, tetapi juga motivasi diri untuk merubah diri

semdin. Motivasi ukan menjadi bagian dari tugas dari petugss Lembaga
Pemasyarakatan, vaitu dengan memberikan motivasi bagi narapidana untuk
memngkatkan kesadarannya. Bahkan ditingkat yang lebih tingm lagi.
merapidana akan mampu memotivasi dirinya sendini atau kelompoknya

Pada dasarnya narapidana adalah juga merupakan angpota masyarakat
yang telah melanggar hukum, serta narapidana nantinya setelah lepas atau
selesai menjalani hukuman juga akan kembali ke masyarakat. Hal ini berarti
Sehwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak cukup karena

pembinaan dilakukan hanya sebatas masa hukuman. Oleh karena itu, lanjutan

"€ 1 Harsona Hs, fhid, hal 43




ada di masyarakat. Implikasinya masyarakat bertanggungjawab
we kelangsungan kehidupan sosial ekonomi bekas narapidana.

Faltor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana tentunya tidak
menenma menjacdh anggota keluarga ataupun lingkunganny, tetapi
menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan
Meshstsn kembali dengan cara menerima bekerja di berbagai lapangan
pekenaan Kenyataannya kerap sekali yang terjadi adalah narapidana ditolak,
I ‘@kuciikan dari masyarakat, Dan reaksi yang diberikan masyarakat dengan cara
memolsk bekas narapidana tenfunya beralasan mengingat ketidakpuasan
messerehal terhadap putusan hukuman oleh hekim di Pengadilan mengenai
gess=s Dalam hal ini ganjaran dengan kerugian vang ditimbulkan oleh pelaku
Semesp ndak setimpal. Masyarakat vang telah terluka hatinya akan perbuatan
wamg telah dilakukan oleh narapidana akan terus ikut dan membekas sehingga
mesveraket ferus menuntut balas dengan berbagar pola, saiu diantaranya
membenc: bekas narapidana dan keluarganya,

Aspek lain dari penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana adalah
Sk duwkwnya pembinsan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan Iebih baik malah
sebaliknya Hal ini terlihat manakala di salah satu daerah terientu bila terjadi
s=sw undak pidana, maka yang lebih dulu dicurigai sebagai pelaku adalah
Bekas narapidana. Penolakan bekas narapidana memberikan kesan bahwa



I-ﬁ-tnnymatitiak mampu ataupun kurang respon untuk membina
ek narapidana”

Kenyataan demikian tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip Pokok
e Pemasyarakatan yang sudah dikenal sejak tanggal 27 April 1964 saat
‘Slsiukannya Konferensi Dinas Kepala-kepala penjara dari seluruh Indonesia
& lembaga Bandung Prinsip-prinsip ini  diwujudkan ke dalam
Pemasvarakatan sebagai proses dan Sistem Pemasyarakatan sebagai metode.

Sistem Pemasyarakatan sebenamya memberikan harapan positif dalam
calczwala pembinaan pelanggar hukum di Indonesia, Namun dalam
smplementasinya, sistem tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai dengan
Snasn Sistem Pemasyarakatan. Hal ini dapat diketahui dari adanya kasus
pemyiksaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Petugas Lembaga
Pemasyarakatan, narapidana diperalat dan adanya korupsi dan kolusi yang
Slskukan antara petugas dengan narapidana, perlakuan terhadap narapidana
Semgan “silent sistem” yaitu menempatkan narapidana dalam sel tersendiri dan
sk boleh bergaul dengan scsama narapidana.’

Berbagai fakta tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pembinaan
serspidana dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia masih memerlukan
pengkajian dan penelitian yang lebih serius terutama persoalan tentang
memanusiakan narapidana dalam menjalani masa pidananya di Lembaga
Pemasyarakatan, Saat ini pun  pembahasan mengenai Lembaga

* Pesrus irawan P dan PandopatanS, Op Cit, hal 42
*C Harsono s, Op Cit, hal 8




akastan yang merupakan bagian darn Sistem Peradilan Pidana
; dikesampingkan dari kajian-kajian mengenai hukum pidana.
Terishih  lag dengan mengacu pada Prnsip-prinsip Pokok
dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang
terlihat  jelas bahwa praktek-praktek penyelenggaraan
1 sarapidana melalui sistem pemasyarakatan masih jauh dari harapan
teriebah lagi masih banyak hak-hak narapidana vang diabaikan. Harus
¢ bahwa narapidana adalah pelanggar hukum yang merugikan orang lain
Swbwa mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk kepentingan dan
- alses-aiasan tertentu. Tetapi harus diakui juga bahwa mereka adalah manusia
~wame mempunyai harkat dan martabat yang memiliki hak-hak asasi, sebagai
- mmkhiuk ciptaan Tuhan walaupun pemah menjadi narapidana namun hak-hak
sane melekat pada dirinya harus tetap diakui dan dihargai. Hak itu diakui serta
- @imdung: oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun Sistem
Pemasvarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

& Remusan Permasalahan

! Bagmimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh
Petugas Pemasyarakatan di Lembapa Pemasyarakatan Kedung Pane
Semarang?

2 Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan di
Lembaga Pemasyarekatan Kedung pane Semarang dalam melaksanakan

tugasnya melakukan pembinaan terhadap narapidana,
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. L peyeupaya apa saja vang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam
‘meschadani kendala-kendala tersebut?

© e mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana oleh
setueas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane
Semarang.
 © Uemue mengetahui  kendalakendala yang  dihadapi  oleh  petugas
Pemasvarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung pane Semarang
“alam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan terhadap narapidana.
© Louk mengetahui  upaya-upaya yang  dilakukan oleh  Petugas
Pemasvarakatan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

B Manfast Penelitian

Kegunaan penelitian hendak dilakukan dalam rangka penulisan hukum
seng bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi
pesulisan hukum. Data-data yang diperlakukan tersebut dapat berupa gejala-
goala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan
penilaku anggola kelompok masyarakat.

Daia-data  tersebut  nantinya  digunakan untuk  menjawab  dan
mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam
penulisen hukum tersebut sehingga dapat memberikan kegunaan dari 2 (dua)

gl vaitu:
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Kegunaan Teortis

Megemsan vang diharapkan dari penelitian ini adalah akan memperkaya
Ssemmnure ilmu hukum pada umumnya, bidang kriminologi dan penology
wmamnve, ulamanya fentang suatu pelaksanaan pembinaan narapidana oleh
petusss pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

‘I Kegumaan Praktis

Bahwa penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  dengan  Sistem
Pemasvarakatan  schingga dapat digunakan sebagai referensi perbaikan

. METODE PENELITIAN,

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat
pemuing, di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan
penclitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran

Metode vang digunakan penelitian imi adalah sebagai berikut:
1 Metode Pendekatan Penelitian,
Metode pendekatan yang penulis punakan dalam studi penelitian ini adalah
yunidis sosiologis yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum dengan
menggunzkan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya juga suatu penelitian yang
selain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data yang
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- gemer yang di peroleh Di LP Kedung Pane, sehingga akan menghasilkan

S yang konkrit dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan.
Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro penelitian yuridis sosiologis, yaitu

ssww penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan

@emgan data vang diperoleh dari lapangan.'”

Spesfikasi Penelitian

‘Spessfikasi penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu

mesggambarkan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan di

ks dengan  teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan yang

mesyangkut permasalahan diatas.

Mlesods Pengumpulan Data

sk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan

“metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut:

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data

seme pnmer yaitu data yang benar-benar terjadi dan i dasarkan pada

=mvataan vang ada pada obyek penelitian yang dituju,

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan

merview atay wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan

astars penulis dengan responden, dimana satu orang atau lebih berhadapan

secara fisik.

" Beeny Hanitiyo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta
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Dalam penehtian ini kegiatan interview yang penulis tetapkan adalah
demgan cara interview bebas terpimpin, dimana metode ini mempunyai ciri
Seiwa pibak peneliti atau penginterview terikat oleh suatu fungsi sebagai
pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian vang
aias & rencanakan.

Sedang maksud dari interview bebas terpimpin sendin adalah dimana
@emgan kebebasan, akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam
~memperoleh data.

Selain metode interview bebas ferpimpin dapat juga dimaksudkan
setmesi metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanvaan-
pesasvaan kepada responden-responden yang bebas dalam menjawab,
selema jewaban tersebut tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Seach Kepustakaan ( Literatur ).

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sckunder,
@mans dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan -
SeSes atau materi yang bersifal teoritis yang bertujuan sebagai bahan
pemendingan  schingga akan  memperoleh data  yang  benar-benar
Sgertanggung jawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang
& Bubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu
“emg=n membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat
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Dalam hal mi bahan-bahan, data-data, serta informasi yang diperoleh
Buke-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindak
vang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

Ustuk mendukung bukti atau fakta yang diperlakukan dalam
san ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian
penubis ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane

Deharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu
dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini, schingga

terscbut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggung

Analisa Data.

Metode analisa dam yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari
1 PerUndang-undangan yang ada sehagai norma positif. Sedangkan
af maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi dan

j Penyajian Data,

Data yang di peroleh dar hasil kegiatan di lapangan di sajikan dalam
sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari
permasalahan yang berlaku, tidak hanya itu sa:ia tetapi juga membuat
permasalahan menjadi lebih jelas.
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2 Penulisan

Skripsi atau penulisan hukum ini terbagi dalam enam Bab dan tiap bab
dan sub-sub bab, dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara
1 yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar skripsi atau
hukum i1 agar dapat terarah dan sistematis.

I bensi wraian dan penjelasan tentang pendahuluan yang didalamnya
7 atas; Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Permasalahan,
» Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika

1l berisi uralan dan penjelasan tinjauan pustaka vang terdiri atas
sub bab pembahasan yaitu mengenai, Pengertian Pidana dan
Pesudanaan, Pengertian Hak Asasi Manusia HAM, Mengenai Sistem
syarakatan dan Pembinaan narapidana.

I berisi wraian tentang hasil pencliian dan pembahasan vyang
wati, proses pembinaan narspidana yang di laksanakan di Lembaga
yarakatan Klas 1 Kedung Pane Semarang, dan kendala-kendala serta
penanggulangannya.

IV bensi tentang Kesimpulan dan Saran.
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